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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR…TAHUN …

TENTANG

PEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANKEPADAPEGAWAIAPARATURSIPILNEGARA

DILINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal58 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu menetapkan Peraturan

WaliKotatentangPemberianTambahanPenghasilankepada

PegawaiAparatur SipilNegara diLingkungan Pemerintah

Daerah;

Mengingat :1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

Kabupaten KutaiBarat,Kabupaten KutaiTimurdan Kota

Bontang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999

Nomor175,TambahanLembaranRepublikIndonesiaNomor

3839)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

KabupatenNunukan,KabupatenMalinau,KabupatenKutai

Barat,KabupatenKutaiTimurdanKotaBontang(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

TambahanLembaranRepublikIndonesiaNomor3962);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
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RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah

beberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor9

Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5679).

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2019 Nomor42,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1.DaerahadalahKotaBontang.

2.PemerintahDaerahadalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenanganDaerahotonom.

3.TambahanPenghasilanPegawaiyangselanjutnyadisingkatTPPadalahtambahan

penghasilanyangdiberikankepadapegawaiAparaturSipilNegaraberdasarkan

bebankerja,tempatbertugas,kondisikerja,prestasikerja,kelangkaanprofesi,

dan/ataupertimbanganobjektiflainnyadiLingkunganPemerintahDaerah.

4.PegawaiAparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkatPegawaiASN adalah

pegawainegerisipildanpegawaipemerintahdenganperjanjiankerjayangdiangkat

oleh pejabatpembina kepegawaian dan diserahitugas dalam suatu jabatan

pemerintahanataudiserahitugasnegaralainnyadandigajiberdasarkanperaturan

perundang-undangan.

5.PegawaiNegeriSipilyang selanjutnya disingkatPNS adalah warga negara

Indonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkatsebagaiPegawaiASN secara
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tetapolehpejabatpembinakepegawaianuntukmendudukijabatanpemerintahan.

6.PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkatPPPK

adalahwargaNegaraIndonesiayangmemenuhisyarattertentu,yangdiangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakantugaspemerintahan.

7.PelaksanaTugasyangselanjutnyadisebutPltadalahpejabatyangmelaksanakan

tugasrutindaripejabatdefinitifyangberhalangantetap.

8.PelaksanaHarianyangselanjutnyadisebutPlhadalahpejabatyangmelaksanakan

tugasrutindaripejabatdefinitifyangberhalangansementara.

9.BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusiayangselanjutnya

disingkatBKPSDM adalahBKPSDM KotaBontang.

10.BasicTPPadalahbesarantertinggiTPPPegawaiASNyangdapatdiberikanoleh

Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan parametersesuaidengan ketentuan

peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kondisidan pencapaian

indeksdiDaerah.

Pasal2

(1) PemberianTPPberdasarkanprinsip:

a. kepastianhukum;

b. akuntabel;

c. proporsionalitas;

d. efektifdanefisien;

e. keadilan;

f. kesejahteraan;dan

g. optimalisasi.

(2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa merupakan

pemberianTPPmengutamakanlandasanperaturanperundang-undangan.

(3) Akuntabelsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbmerupakanTPPdapat

dipertanggungjawabkankepadamasyarakatsesuaidenganperaturanperundang-

undangan.

(4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc merupakan

pemberianTPPmengutamakankeseimbanganantarahakdankewajibanpegawai.

(5) Efektifdanefisien sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufd merupakan

pemberianTPP sesuaidengantargetatautujuandengantepatwaktusesuai

denganperencanaankinerjayangditetapkan.

(6) Keadilandankesetaraansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufemerupakan

pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk
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memperolehkesempatanakanfungsidanperansebagaipegawaiASN.

(7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan

pemberianTPPdiarahkanuntukmenjaminkesejahteraanpegawaiASN.

(8) Optimalisasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufgmerupakanpemberian

TPPsebagaihasiloptimalisasipaguanggaranbelanjaPemerintahDaerah.

BABII

TPP

Pasal3

(1)Dalam melaksanakantugasnya,PegawaiASN dilingkunganPemerintahDaerah

dapatdiberikanTPP.

(2)PemberianTPPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berdasarkankelasjabatan

sesuaidenganpersetujuanMenteriDalam Negeri.

Pasal4

(1)TPPsebagaimanadimaksuddalam Pasal3diberikansetiapbulan.

(2)Dalam halPegawaiASN berstatuscalonPNS,makadiberikanTPPsebesar80%

(delapanpuluhpersen)daribesaranTPPyangditetapkanterhitungpadatanggal

melaksanakantugassebagaicalonPNS.

(3)Dalam halPNSmutasikedalam PemerintahDaerahkarenakeinginansendiri,maka

TPP dibayarkansetelahPNSyangbersangkutanmelaksanakantugasselama1

(satu)tahundilingkunganPemerintahDaerah.

(4)Dalam halPNSmutasikedalam PemerintahDaerahkarenakeinginanPemerintah

Daerah untukmengisiformasipegawaiyang dibutuhkan,maka TPP diberikan

terhitungpadatanggal1(satu)dibulanberikutnyamelaksanakantugassebagai

PNSperekapanyangdimulaipadatanggal1(satu)bulanberikutnya.

(5)Dalam halPNSmutasikedalam PemerintahDaerahkarenapenugasandariinstansi

pusatatauinstansidaerah,makaTPPmenjaditanggungjawabinstansipusatatau

instansidaerahyangmenugaskan.

BABIII

INDIKATOR

BagianKesatu

IndikatorTPP
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Pasal5

TPPsebagaimanadimaksuddalam Pasal3dikategorikanberdasarkan:

a.bebankerjadanprestasikerja;

b.tempatbertugas;

c.kondisikerja;

d.kelangkaanprofesi;dan/atau

e.pertimbanganobjektiflainnya.

Pasal6

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 hurufa

disesuaikandenganBasicTPP.

(2)TPPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikankepadaPegawaiASN yang

dalam melaksanakantugasmelampauibataswaktunormal.

(3)Bataswaktunormalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)berjumlahpalingsedikit

112,5jam (seratusduabelaskomalimajam)perbulan.

(4)BesaranTPP berdasarkanbebankerjasebesar40% (empatpuluhpersen)dari

besaranBasicTPP.

Pasal7

(1)TPP berdasarkanprestasikerjasebagaimanadimaksuddalam Pasal5hurufb

disesuaikandenganBasicTPP.

(2)TPP berdasarkanprestasikerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikan

kepadaPegawaiASNyangmemilikiprestasikerjasesuaibidangkeahliannyadan

diakuiolehpimpinandiatasnya.

(3)BesaranTPPberdasarkanprestasikerjasebesar60% (enam puluhpersen)dari

besaranBasicTPP.

Pasal8

(1)TPPberdasarkantempatbertugassebagaimanadimaksuddalam Pasal5hurufc

diberikankepadaPegawaiASN yang dalam melaksanakantugasnyaberadadi

daerahmemilikitingkatkesulitantinggidandaerahterpencil.

(2)Tingkatkesulitantinggidandaerahterpencilsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dinilaiberdasarkan pada indeks TPP tempatbertugas yang didapatkan dari

perbandingan indekskesulitan geografiskantorberadadibagiindekskesulitan

geografisterendah.
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(3)BesaranTPP berdasarkantempatbertugassebesar10% (sepuluhpersen)dari

BasicTPPASNapabilaindeksTPPtempatbertugasdiatas1,50(satukomalima

nol).

Pasal9

(1)TPP berdasarkankondisikerjasebagaimanadimaksuddalam Pasal5hurufd

diberikankepadaPegawaiASN yangmelaksanakantugasdantanggungjawab

dengankriteriaresikotinggi.

(2)Kriteriaresikotinggisebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a.pekerjaaanyangberkaitanlangsungdenganpenyakitmenular;

b.pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia

berbahaya/radiasi/bahanradiokatif;

c.pekerjaanyangberisikodengankeselamatankerja;

d.pekerjaanyangberisikodenganaparatpemeriksadanpenegakhukum;

e.pekerjaanyangsatutingkatdibawahnyatidakadapejabatnya;dan/atau

f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan

fungsionaldantidakadaJabatanstrukturaldibawahnya.

(3)BesaranTPPberdasarkankondisikerjasebesar10% (sepuluhpersen)dariBasic

TPPASN.

Pasal10

(1)TPPberdasarkankelangkaanprofesisebagaimanadimaksuddalam Pasal5hurufe

diberikankepadaPegawaiASNyangmelaksanakantugaspadakriteriameliputi:

a.keterampilanyangdibutuhkanmerupakanketerampilankhusus;dan

b.kualifikasiPegawaiASNsangatsedikit.

(2)TPPberdasarkankelangkaanprofesisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat

diberikankepadaPegawaiASNyangmelaksanakantugaspadajabatanpimpinan

tinggipratama.

(3)BesaranTPPberdasarkankelangkaanprofesipalingsedikit10%(sepuluhpersen)

dariBasicTPP.

(4)BesaranTPPberdasarkankelangkaanprofesisebagaimanadimaksudpadaayat(3)

ditetapkandenganKeputusanWaliKota.

Pasal11

(1)TPP berdasarkan pertimbangan objektiflainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal5huruffdiberikankepadaPegawaiASNsesuaidelegasiyangdiaturdalam

ketentuanperaturanperundang-undangan.
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(2)Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan

KeputusanWaliKota.

BagianKedua

IndikatorBasicTPP

Pasal12

BasicTPPberdasarkanindikator:

a.kelasjabatan;

b.indekskapasitasfiskalDaerah;

c.indekskemahalankonstruksi;dan

d.indekspenyelenggaraanPemerintahDaerah.

Pasal13

(1)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf a ditetapkan

berdasarkanhasilevaluasijabatan.

(2)Kelasjabatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanWali

Kota.

Pasal14

(1)IndekskapasitasfiskalDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal12hurufb

merupakankemampuankeuanganDaerahyangdicerminkanmelaluipendapatan

Daerahdikurangidenganpendapatanyangpenggunaannyasudahditentukandan

belanjatertentu.

(2)Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelompokkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)Dalam penentuanBasicTPPbobotkelompokkapasitasfiskalterdiriataskelompok

kapasitasfiskal:

a.sangattinggidiberibobotsebesar1(satu);

b.tinggidiberibobotsebesar0,85(nolkomadelapanlima);

c.sedangdiberibobotsebesar0,7(nolkomatujuh);

d.rendahdiberibobotsebesar0,55(nolkomalimalima);dan

e.sangatrendahdiberibobotsebesar0,4(nolkomaempat).

Pasal15

(1)Indekskemahalan konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal12 hurufc

merupakanfaktorkoreksitingkatkemahalanDaerah.
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(2)Indekskemahalankonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)diperolehdari

perbandingan indeks kemahalan konstruksiDaerah dengan indeks kemahalan

konstruksikantorBadanPemeriksaKeuanganpusat.

Pasal16

(1)IndekspenyelenggaraanPemerintahDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal

12hurufdterdiriatasvariabelpengungkitdanvariabelhasil.

(2)Variabelpengungkitsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberibobotsebesar90%

(sembilanpuluhpersen).

(3)Variablepengungkitsebagaimanadimaksudpadaayat(2)terdiriataskomponen:

a.opinilaporankeuangan;

b.laporanpenyelenggaraanpemerintahanDaerah;

c.kematanganpenataanperangkatdaerah;

d.indeksinovasiDaerah;

e.prestasikerjaPemerintahDaerah;

f. rasiobelanjaperjalanandinas;dan

g.indeksreformasibirokrasiPemerintahDaerah.

(4)Variabelhasilsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberibobotsebesar10%

(sepuluhpersen).

(5)Variabelhasilsebagaimanadimaksudpadaayat(4)terdiriatas:

a.indekspembangunanmanusia;dan

b.indeksginiratio.

Pasal17

(1)Opinilaporankeuangansebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(3)hurufa

diberibobot30%(tigapuluhpersen).

(2)Opinilaporankeuangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a.wajartanpapengecualianpadatahunterakhirdiberinilai1000(seribu);

b.wajardenganpengecualianpadatahunterakhirdiberinilai750(tujuhratuslima

puluh);

c.tidakwajarpadatahunterakhirdiberinilai500(limaratus);dan

d.tidakmemberikanpendapatpadatahunterakhirdiberinilai250(duaratuslima

puluh).

Pasal18

(1)LaporanpenyelenggaraanPemerintahDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal

16ayat(3)hurufbdiberibobot25%(duapuluhlimapersen).
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(2)LaporanpenyelenggaraanPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

denganrinciannilai:

a.sangattinggidiberinilai1000(seribu);

b.tinggidiberinilai750(tujuhratuslimapuluh);

c.sedangdiberinilai500(limaratus);dan

d.rendahdiberinilai250(duaratuslimapuluh).

Pasal19

(1)Kematanganpenataanperangkatdaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal16

ayat(3)hurufcdiberibobot10%(sepuluhpersen).

(2)Kematanganpenataanperangkatdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

denganriciannilai:

a.sangattinggidiberinilai1000(seribu);

b.sedangdiberinilai600(enam ratus);

c.rendahdiberinilai400(empatratus);dan

d.sangatrendahdiberinilai200(duaratus).

Pasal20

(1)IndeksinovasiDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(3)hurufd

diberibobotsebesar3%(tigapersen).

(2)IndeksinovasiDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berdasarkankategori

indeksinovasidaerah:

a.palingrendah1001(seribusatu)diberinilai1000(seribu);

b.palingrendah501(limaratussatu)sampaidenganpalingtinggi1000(seribu)

diberinilai800(delapanratus);

c.palingrendah301(tigaratussatu)sampaidenganpalingtinggi500(limaratus)

diberinilai600(enam ratus);

d.palingrendah1(satu)sampaidenganpalingtinggi300(tigaratus)diberinilai

400(empatratus);dan

e.dibawah1(satu)diberinilai200(duaratus).

Pasal21

(1)PrestasikerjaPemerintahDaerahsebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(3)

hurufediberibobot18%(delapanbelaspersen).

(2)PrestasikerjaPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dihitung

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan,meliputi:

a.palingrendah1,01(satukomanolsatu)denganprestasikerjasangatbaiknilaiA,
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diberinilai1000(seribu);

b.palingrendah0,9(nolkomasembilan)sampaidenganpalingtinggi1,00(satu

komanolnol)denganprestasikerjabaiknilaiB,diberinilai800(delapanratus);

c.palingrendah0,70(nolkomatujuhnol)sampaidenganpalingtinggi0,89(nol

komadelapansembilan)denganprestasikerjacukupnilaiC,diberinilai600

(enam ratus);

d.palingrendah0,50(nolkomalimanol)sampaidenganpalingtinggi0,69(nol

komaenam Sembilan)denganprestasikerjasedangnilaiD,diberinilai400

(empatratus);dan

e.palingtinggi0,49(nolkomaempatsembilan)denganprestasikerjakurangnilaiE,

diberinilai200(duaratus).

Pasal22

(1)Rasiobelanjaperjalanandinassebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(3)

huruf f dihitung berdasarkan presentase belanja perjalanan dinas terhadap

anggaranpendapatandanbelanjadaerahdiluarbelanjapegawai.

(2)Rasio belanjaperjalanandinassebagaimanadimaksudsebagaimanadimaksud

padaayat(1)denganrincianbesaranbelanja:

a.palingtinggi2%(duapersen)diberinilai1000(seribu);

b.palingrendah2,01%(duakomanolsatupersen)sampaidenganpalingtinggi4%

(empatpersen)diberinilai800(delapanratus);

c.palingrendah4,01%(empatkomanolsatupersen)sampaidenganpalingtinggi

6%(enam persen)diberinilai600(enam ratus);

d.palingrendah6,01(enam komanolsatupersen)sampaidenganpalingtinggi8%

(delapanpersen)diberinilai400(empatratus);dan

e.palingrendah8,01%(delapankomanolsatupersen)diberinilai200(duaratus).

Pasal23

(1)SkorindeksreformasibirokrasiPemerintahDaerahsebagaimanadimaksuddalam

Pasal16ayat(3)hurufgdihitungberdasarkanketentuanperaturanperundang-

undangan.

(2)SkorindeksreformasibirokrasiPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)meliputi:

a.palingrendah81(delapanpuluhsatu)diberinilai1000(seribu);

b.palingrendah71(tujuhpuluhsatu)sampaidengapalingtinggi80(delapanpuluh)

diberinilai800(delapanratus);
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c.palingrendah61(enam puluhsatu)sampaidenganpalingtinggi70(tujuhpuluh)

diberinilai600(enam ratus);

d.palingrendah51(limapuluhsatu)sampaidenganpalingtinggi60(enam puluh)

diberinilai400(empatratus);dan

e.palingtinggi50(limapuluh)diberinilai200(duaratus).

Pasal24

(1)Indekspembangunanmanusiasebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(5)

hurufadiberibobot6%(enam persen).

(2)Indekspembangunanmanusiasebagaimanadimaksudpadaayat(1)didasarkan

atashasilsurveyBadanPusatStatistikdengannilaimeliputi:

a.palingrendah81(delapanpuluhsatu)diberinilai1000(seribu);

b.palingrendah70(tujuhpuluh)sampaidenga79(tujuhpuluhsembilan)diberi

nilai750(tujuhratuslimapuluh);

c.palingrendah60(enam puluh)sampaidengan69(enam puluhsembilan)diberi

nilai500(limaratus);dan

d.palingtinggi60(enam puluh)diberinilai250(duaratuslimapuluh).

Pasal25

(1)Indeksginiratiosebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(5)hurufbdiberi

bobot4%(empatpersen).

(2)Indeksginiratiosebagaimanadimaksudpadaayat(1)didasarkanatashasilsurvei

BadanPusatStatistikdengannilaimeliputi:

a.palingrendah0,35(nolkomatigalima)diberinilai1000(seribu);

b.palingrendah0,36(nolkomatigaenam)sampaidengan0,49(nolkomaempat

sembilan)diberinilai700(tujuhratus);dan

c.palingrendah0,5(nolkomalima)diberinilai350(tigaratuslimapuluh).

Pasal26

Besaran nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal14 sampaidengan Pasal25

ditetapkandenganKeputusanWaliKota.

BABIV

TATACARAPENGHITUNGANPEMBERIANTPP

BagianKesatu

PenghitunganBasicTPP
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Pasal27

(1)BasicTPPdiperolehdengancaramengalikanantara:

a.besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan setiap kelas jabatan

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;

b.skorindekskapasitasfiskaldaerah;

c.skorindekskemahalankonstruksi;dan

d.skorindekspenyelenggaraanPemerintahDaerah.

(2)SkorkategoriindekspenyelenggaraanPemerintahDaerahsebagaimanadimaksud

padaayat(1)diperolehdenganmengalikanvariabelpengungkitdanvariabelhasil.

Pasal28

(1)Variabelpengungkitsebagaimanadimaksuddalam Pasal27ayat(2)diperoleh

dengancaramenjumlahkanskor:

a.opinilaporankeuangan;

b.laporanpenyelenggaraanpemerintahanDaerah;

c.kematanganpenataanperangkatdaerah;

d.indeksinovasiDaerah;

e.prestasikerjaPemerintahDaerah;

f. rasiobelanjaperjalanandinas;dan

g.indeksreformasibirokrasiPemerintahDaerah.

(2)Skoropinilaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa

diperolehdengancaramengalikannilaidanbobotopinilaporankeungan.

(3)SkorlaporanpenyelenggaraanpemerintahanDaerahsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)hurufb diperoleh dengan cara mengalikan nilaidan bobotlaporan

penyelenggaraanpemerintahanDaerah.

(4)Skorkematanganpenataanperangkatdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufcdiperolehdengancaramengalikannilaidanbobotkematanganpenataan

perangkatdaerah.

(5)SkorindeksinovasiDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufddiperoleh

dengancaramengalikannilaidanbobotindeksinovasiDaerah.

(6)SkorprestasikerjaPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

ediperolehdengancaramengalikannilaidanbobotprestasikerjaPemerintah

Daerah.

(7)Skorrasiobelanjaperjalanandinassebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruff

diperolehdengancaramengalikannilaidanbobotrasiobelanjaperjalanandinas.

(8)SkorindeksreformasibirokrasiPemerintahDaerahsebagaimanadimaksudpada
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ayat(1)hurufgdiperolehdengancaramengalikannilaidanbobotindeksreformasi

birokrasiPemerintahDaerah.

Pasal29

(1)Variabelhasilsebagaimanadimaksuddalam Pasal27ayat(2)diperolehdengan

caramenjumlahkanskor:

a. indekspembangunanmanusia;dan

b. indeksginiratio.

(2)Skorindekspembangunanmanusiasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

diperolehdengancaramengalikannilaidanbobotindekspembangunanmanusia.

(3)Skorindeksginiratio sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb diperoleh

dengancaramengalikannilaidanbobotindeksginiratio.

BagianKedua

RumusBasicTPP

Pasal30

(1)BesaranBasicTPPPegawaiASNyangdapatdiberikanolehPemerintahDaerah

dihitungmenggunakanrumussebagaiberikut:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuaiketentuan

peraturanperundang-undangan)x(indekskapasitasfiskaldaerah)x(indeks

kemahalankonstruksi)x(indekspenyelenggaraanPemerintahDaerah).

(2)Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan

denganKeputusanWaliKota.

BagianKetiga

AlokasiPenghitunganTPP

Paragraf1

TPPBerdasarkanBebanKerjadanPrestasiKerja

Pasal31

(1)AlokasiTPPsesuaikategoridenganindikatorsebagaimanadimaksuddalam

Pasal5 hurufadihitungdengancaramenjumlahkanalokasiTPP berdasarkan

bebankerjadanalokasiTPPberdasarkanprestasikerja.

(2)AlokasiTPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
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diperolehdengancaramengalikanbobotTPP berdasarkanbebankerjadengan

BasicTPPDaerah.

(3)AlokasiTPP berdasarkan prestasikerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

diperolehdengancaramengalikanbobotTPPberdasarkanprestasikerjadengan

BasicTPPDaerah.

(4)Besaran alokasiTPP berdasarkan beban kerja dan prestasikerja dihitung

denganmenggunakanrumussebagaiberikut:

ATPPBKPKDaerah=((40%*BTPPDaerah)+60%*BTPPDaerah))

Paragraf2

TPPBerdasarkanTempatBertugas

Pasal32

(1)AlokasiTPP sesuaikategoridengan indikator sebagaimana dimaksud

dalam Pasal5hurufbdiperolehdengancaramengalikanbobotTPP,BasicTPP,

danindeksTPPtempatbertugas.

(2)IndeksTPPtempatbertugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)berdasarkan

indekskesulitangeografislokasikantorberadadibagiindekskesulitangeografis

terendahDaerah.

(3)BesaranalokasiTPPberdasarkantempatbertugassebagaimanadimaksudpada

ayat(1)dihitungdenganmenggunakanrumussebagaiberikut:

ATPPTBDaerah=(10%*BTPPDaerah*ITPPTBDaerah)

Paragraf3

TPPBerdasarkanKondisiKerja

Pasal33

(1)AlokasiTPPsesuaikategoridenganindikatorsebagaimanadimaksuddalam

Pasal5hurufcdiperolehdengancaramengalikanbobotTPPberdasarkankondisi

kerjadenganBasicTPPDaerah.

(2)Besaran alokasiTPP berdasarkan kondisikerja dihitung dengan menggunakan

Rumussebagaiberikut:

TPPTPDaerah=(10%*BTPPDaerah)

Paragraf4

TPPBerdasarkanKelangkaanProfesi
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Pasal34

(1)AlokasiTPPsesuaikategoridenganindikatorsebagaimanadimaksuddalam

Pasal5 hurufd diperoleh dengan cara mengalikan bobotTPP berdasarkan

kelangkaanprofesidenganBasicTPPDaerah.

(2)Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan

menggunakanRumussebagaiberikut:

ATPPPKDaerah=(bobotTPPberdasarkanSKWaliKota*BTPPDaerah)

Paragraf5

TPPBerdasarkanPertimbanganObjektifLainnya

Pasal35

(1)AlokasiTPPsesuaikategoridenganindikatorsebagaimanadimaksuddalam

Pasal5hurufesesuaidengankemampuankeuanganDaerah.

(2)BesaranalokasiTPPberdasarkanpertimbanganobjektiflainnyaditetapkandengan

KeputusanWaliKota.

BagianKeempat

BesaranTPP

Pasal36

(1)Besaran TPP merupakan besaran TPP ASN yang dihitung dengan cara

menjumlahkanalokasiTPPsesuaikategorisebagaimanadimaksuddalam Pasal5.

(2)KetentuanlebihlanjutmengenaibesaranTPPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

ditetapkandenganKeputusanWaliKota.

BABV

PEMOTONGANDANPENGHENTIANPEMBERIANTPP

BagianKesatu

PemotonganTPP

Pasal37

(1)PenguranganTPPdiberlakukankepadaPegawaiASN.

(2)Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a.tidakmasukkerja;
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b.terlambatmasukkerja;

c.pulangkerjasebelum waktunya;dan

d.tidakmengikutiapelhariSenindanUpacarapadaharikerjabagiyangditugaskan.

Pasal38

(1)Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat(2)hurufa

dikenakanpenguranganpalingsedikit3% (tigapersen)untuksetiap1(satu)hari

tidakmasukkerja.

(2)Tidakmasukkerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a.cutialasanpenting;

b.cutisakit;

c.cutibesar;

d.cutimelahirkan;dan

e.tanpaketerangan.

(3)Dalam halPegawaiASN tidakmasukkerjadikarenakancutisakitsebagaimana

dimaksudpadaayat(2)hurufbdikenakanpengurangansebesar:

a.40%(empatpuluhpersen)untukpalinglama6(enam)bulan;

b.80% (delapan puluh persen)untuk paling singkat6 (enam)bulan sampai

denganpalinglama18(delapanbelas)bulan;dan

c.100%(seratuspersen)untukpalingsingkat18(delapanbelas)bulan.

(4)Dalam haltidakmasuktanpaketerangansebagaimanadimaksudpadaayat(2)

hurufedikenakanpengurangansebesar5%(limapersen)untuksetiap1(satu)hari

tidakmasukkerja.

(5)PagawaiASNmeninggalkantugaskarenasedangmenjalaniizinbelajardikenakan

pengurangansebesar1%(satupersen)dariBasicTPP.

(6)SelamaliburanberdasarkankalenderakademikyangditetapkanolehPerangkat

Daerahyangmembidangipendidikan,penghitunganTambahanPenghasilanguru,

kepalasekolahdanpengawassekolahdiberikansecarapenuh.

Pasal39

(1)Terlambatmasukkerjasebagaimanadimaksuddalam Pasal37ayat(2)hurufb

terdiriatas:

a.keterlambatan1,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit1(satu)menitdan

palingbanyak30(tigapuluh)menit;

b.keterlambatan2,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit31(tigapuluh)menit

sampaidenganpalingbanyak60(enam puluh)menit;

c.keterlambatan3,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit61(enam puluhsatu)
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menitsampaidenganpalingbanyak90(sembilanpuluh)menit;dan

d.keterlambatan4,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit91(sembilanpuluh

satu)menit.

(2)Keterlambatan1sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadiberikanpresentase

pengurangansebesar0,5%(nolkomalimapersen).

(3)Keterlambatan2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdiberikanpresentase

pengurangansebesar1%(satupersen).

(4)Keterlambatan3sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcdiberikanpresentase

pengurangansebesar1,25%(satukomadualimapersen).

(5)Keterlambatan4sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufddiberikanpresentase

pengurangansebesar1,5%(satukomalimapersen).

Pasal40

(1)Pulangkerjasebelum waktunyasebagaimanadimaksuddalam Pasal37ayat(2)

hurufcterdiriatas:

a.pulangkerjasebelum waktunya1,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit1

(satu)menitdanpalingbanyak30(tigapuluh)menit;

b.pulangkerjasebelum waktunya2,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit31

(tigapuluh)menitsampaidenganpalingbanyak60(enam puluh)menit;

c.pulangkerjasebelum waktunya3,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit61

(enam puluhsatu)menitsampaidenganpalingbanyak90(sembilanpuluh)

menit;dan

d.pulangkerjasebelum waktunya4,yaituterlambatmasukkerjapalingsedikit91

(sembilanpuluhsatu)menit.

(2)Pulangkerjasebelum waktunya1sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

diberikanpresentasepengurangansebesar0,5%(nolkomalimapersen).

(3)Pulangkerjasebelum waktunya2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

diberikanpresentasepengurangansebesar1%(satupersen).

(4)Pulangkerjasebelum waktunya3sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

diberikanpresentasepengurangansebesar1,25%(satukomadualimapersen).

(5)Pulangkerjasebelum waktunya4sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufd

diberikanpresentasepengurangansebesar1,55%(satukomalimalimapersen).

Pasal41

(1)SetiappegawaiASNyangtidakmengikutiApelpadaSeninpagidanUpacarapada

harikerja sebagaiman dimaksud dalam Pasal37 ayat(2)hurufd dikenakan

penguranganTPPPegawaiASNsebesar2%(duapersen)daripenilaiandisiplinkerja.
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(2)Dalam halPegawaiASNtidakmengikutiApelpadaSeninpagidanUpacarapadahari

kerjakarenaalasanyang sahtidakdikenakanpenguranganTPP PegawaiASN

denganmelampirkandokumenpendukung.

BagianKedua

PenghentianTPP

Pasal42

TPPtidakdiberikankepadaPegawaiASNdilingkunganPemerintahDaerahdalam hal:

a.tidakmempunyaitugastertentupadaperangkatdaerah;

b.diberhentikanuntuksementaraataudinonaktifkan;

c.diberhentikandenganhormatatautidakdenganhormat;

d.diperbantukan padainstansi/lembagaNegaradan/atau lembaga lainnyadiluar

PemerintahDaerah;dan

e.sedangmenjalankancutidiluartanggungannegaraataudalam bebastugasuntuk

menjalanimasapersiapanpensiun.

BABVI

PENILAIANDANMEKANISMEPEMBAYARANTPP

BagianKesatu

PenilaianTPPPegawaiASN

Pasal43

(1)PembayaranTPPPegawaiASNsetiapbulandinilaiberdasarkanproduktivitaskerja

dandisiplinkerja.

(2)PembayaranTPPPegawaiASN sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibayar
berdasarkanpada:
a.penilaianproduktivitaskerjasebesar60%(enam puluh)daribesaranTPPyang

diterimaPegawaiASN;dan

b.penilaiandisiplinkerjasebesar40% (empatpuluhpersen)dariTPP yang

diterimaPegawaiASN.

(3)PenilaianProduktivitasKerjadilakukanberdasarkan:

a.pelaksanaantugas;dan/atau

b.penilaiandariPejabat Penilaiterhadaphasilpelaksanaantugaspegawai

yangdipimpinnya.

(4)Pelaksanaantugassebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufaterdiriatas:

a. uraiantugasjabatan;
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b. indikatorkinerjaUtama;

c. perjanjiankinerja;atau

d. indikatorkinerjaindividu.

(5)Pelaksanaantugasmenetapkansasarandantargetkinerjaindividupadaawal

tahunanggaranpalinglambatminggukeduabulanJanuarisetiaptahunnya.

(6)Penilaiandisiplinkerjadilakukanberdasarkanrekapitulasikehadiranpegawai.

(7)KehadiranPegawaiASNpadasaatmasukkerjadanpadasaatpulangkerja.

BagianKedua

MekanismePembayaranTPPPegawaiASN

Pasal44

Pembayaran TPP dilaksanakanmelaluimekanismesebagaiberikut:

a.setiapPerangkatDaerahmenyampaikanhasilpenilaianbebankerjadanprestasi

kerjakepadaBKPSDM palinglambatpadatanggal7awalbulanberikutnya;

b.BKPSDM melakukanverifikasidaftarkehadiran,hasilpenilaianbebankerjadan

prestasi kerja paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Perangkat Daerah

menyampaikandatasebagaimanadimaksudpadahurufa; 

c.BKPSDM menyerahkanhasilverifikasidalam bentukdaftarrekapitulasiTPPpada

PerangkatDaerah;dan

d.berdasarkandaftarrekapitulasisebagaimanadimaksudpadahurufc,Perangkat

Daerah mengajukan pencairan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BABVII

PAJAKPENGHASILAN

Pasal45

PajakpenghasilanataspemberianTPP dibebankanpada anggaranpendapatandan

belanjadaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BABVIII

TIM MANAJEMENKINERJA

Pasal46

(1)Dalam perencanaan,penyusunankebijakan,sosialisasi,pelaksanaan,danevaluasi

pemberianTPPdilakukanolehTim ManajemenKinerjayangditetapkandengan
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KeputusanWaliKota.

(2)KeanggotaanTim ManajemenKinerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiri

atas:

a.SekretarisDaerah;

b.AsistenAdministrasiUmum;

c.unsurInspektoratDaerah;

d.unsurBadanPerencanan,PenelitiandanPengembangan;

e.unsurBKPSDM;

f. unsurBadanPengelolaanKeuangandanAsetDaerah;

g.unsurDinasKomunikasidanInformatika;

h.unsurBagianHukum SekretariatDaerah;dan

i. unsurBagianOrganisasiSekretariatDaerah.

BABIX

PENGAWASAN,PENGENDALIAN,DANEVALUASI

Pasal47

(1)Pelaksanaanpengawasan,pengendalian,danevaluasiterhadaphasilPrestasiKerja

danpenangananpengaduandariPegawaiASN yangdinilaimaupunpejabatyang

menilaidilaksanakanolehTim ManajemenKinerja.

(2)Pengawasandanpengendalianterhadap pemberianTPP kepadaPegawaiASN

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanmelalui:

a.pengawasandanpengendalianmelekat;dan

b.pengawasandanpengendalianfungsional.

(3)Pengawasandanpengendalianmelekatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf

adilakukanolehmasing-masingkepalaPerangkatDaerahdanatasanlangsung

secaraberjenjang.

(4)Pengawasandanpengendalianfungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)

hurufbdilaksanakanolehTim ManajemenKinerja.

Pasal48

(1)Evaluasidilaksanakansecaraberkaladan/atausewaktu-waktusesuaikebutuhan.

(2)Dalam melaksanakan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim

ManajemenKinerjadapatmengikutsertakantenagaahli.

(3)Hasilmonitoringdanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilaporkan

kepadaWaliKotamelaluiSekretarisDaerah.
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BABX

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal49

(1)DengandiberikannyaTPP,pemberianhonorarium kepada PegawaiASNdibatasi.

(2)Honorarium yangmasihdapatdiberikankepada PNSterbataspada:

a.honorarium PengadaanBarang/Jasaantaralainhonorarium PejabatPembuat

Komitmen, honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, honorarium

Pejabat/Panitia Pengadaan, honorarium kepada Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa,honorarium Pejabat/PanitiaPemeriksaHasilPekerjaan;

b.honorarium PNS yang duduk dalam keanggotaan tim penilaikinerja dan

honorarium panitiaseleksijabatanPimpinanTinggiPratamaPemerintahDaerah;

c.honorarium PNS yang duduk dalam keanggotaan tim anggaran Pemerintah

Daerah;

d.honorarium PNS yangdudukdalam keanggotaanTim ManajemenKinerja;

e.honorarium PNSyangmendapatkankuasaberperkaradariWaliKota/WakilWali

Kota,PNSdancalonPNS;

f. honorarium untukguruyangmendapatkantugastambahansebagaibendahara

pembantu,kegiatankepanitiaandanpembinaanekstrakurikulertenagapendidik

disekolahnegeriyangbersumberdaridanaoperasionalsekolah;dan

g.honorarium yangdiaturdalam ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal50

(1)PembayaranTPPPegawaiASNbagiCalonPNSatauCalonPPPKdibayarkansesuai

dengan Jabatan yang tercantum pada SuratKeputusan pengangkatan sebagai

CalonPNSatauCalonPPPK.

(2)Pembayaran TPP PegawaiASN Calon PNS bagiCalon PNS atau Calon PPPK

dibayarkanterhitung mulaitanggalSuratPernyataanMenjalankanTugas.

(3)PembayaranTPPpegawaiASNbagiCalonPNSatauCalonPPPKformasijabatan

pelaksanadibayarkansebesar80% (delapanpuluhpersen)darinilaiTPP kelas

jabatannya sampaidengan terbitnya keputusan pengangkatan dariCalon PNS

menjadiPNSdandariCalonPPPKmenjadiPPPK.

(4)PembayaranTPP bagiCalonPNS atauCalonPPPK formasijabatanfungsional

dibayarkansebesar80% (delapanpuluhpersen)darinilaiTPPjabatanfungsional

tersebut.

(5)Dalam halsetelahterbitnyakeputusanbelum ditetapkankelasjabatandan/atau

tidaktersedianyakotak/wadahjabatanpadapetajabatan,TPPdiberikansebesar
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100%(seratuspersen)darinilaiTPPkelasjabatanterendah.

(6)PltatauPlhdiberikanTPPPegawaiASN tambahan,yangmenjabatdalam jangka

waktupalingsingkat1(satu)bulankalender.

(7)KetentuanmengenaiTPPPegawaiASNtambahan,yaitu:

a. pejabatatasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap

sebagaiPltatauPlhmenerimaTPPPegawaiASNtambahan,ditambah20%

(duapuluhpersen)dariTPPPegawaiASNdalam JabatansebagaiPltatau

PlhpadaJabatanyangdirangkapnya;

b. pejabatsetingkatyangmerangkapPltatauPlhjabatanlainmenerimaTPP

PegawaiASNyanglebihtinggi,ditambah20%(duapuluhpersen)dariTPP

PegawaiASNyanglebihrendahpadaJabatandefinitifatauJabatanyang

dirangkapnya;

c. pejabatsatutingkatdibawahpejabatdefinitifyangberhalangantetapatau

berhalangan sementara yang merangkap sebagaiPlt.atau Plh hanya

menerima TPP PegawaiASN pada Jabatan TPP ASN Pegawaiyang

tertinggi;dan

d. TPPPegawaiASN tambahanbagiPegawaiyangmerangkapsebagaiPlt

atauPlhdibayarkanterhitungmulaitanggalmenjabatsebagaiPltdanPlh.

Pasal51

(1)PegawaiASN yangmenjalankantugasbelajardiberikanTPPsebesar60% (enam

puluhpersen)dariBasicTPP.

(2)PegawaiASN yangmenjalankanpendidikandanpelatihanpalingsingkat1(satu)

bulansampaidenganpalinglama6(enam)diberikanTPPsebesarBasicTPP.

(3)PegawaiASNyangmenjalankanpendidikandanpelatihanpalingsingkat6(enam)

bulandiberikanTPPsebesar60%(enam puluhpersen)dariBasicTPP.

BABXI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal52

PNS padapuskesmasmenerimaTPP yang bersumberdaridanakapitasijaminan

kesehatannasionaltahunanggaransebelumnyaditambahdengandanakapitasibulan

berjalandananggaranpendapatandanbelanjaDaerahsampaidenganBulanDesember

Tahun2019.

Pasal53
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BagiPNSdenganstatusmutasikedalam PemerintahDaerahkarenakeinginansendiri

tidakdiberikanTPPsampaidenganberakhirnyaperjanjianyangtelahdisepakati.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal54

PadasaatPeraturanWaliKotainimulaiberlaku,PeraturanWaliKotaNomor9Tahun

2018 tentang Tambahan Penghasilan BagiPegawaiNegeriSipildiLingkungan

Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor9)

sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhir denganPeraturanWaliKota Nomor

42Tahun2019tentangPerubahanKetigaAtasPeraturanWaliKotaBontangNomor9

Tahun2018tentangTambahanPenghasilanBagiPegawaiNegeriSipildiLingkungan

PemerintahKotaBontang(BeritaDaerahKotaBontangTahun2019Nomor43)dicabut

dandinyatakantidakberlaku.

Pasal53

PeraturanWaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanWaliKota

inidenganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaBontang.

Ditetapkandi Bontang

padatanggal……. 

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiBontang

padatanggal… 

SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,

AJIERLYNAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR…


